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Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sakral pada Allah swt. Oleh karenaitu, pelaksanaan
perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi rukun dan syarat
perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya harus
dibatalkan melalui permohonan pembatalan perkawinan, agar terhindar dari kebathilan. Pembatalan
perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum Islam, Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nornor 9
tahun 1975, serta Kompilasi Hukurn Islam (KHI). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan
perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan
Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam
(KHI) di Indonesia, serta melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 790/Pdt
.G/2003/PA..Cbn. Putusan tersebut membatalkan perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa adanyaizin
dari istri sebelumnya, dan pengadilan agama. M etode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian kepustakaan dan |apangan, dengan data yang berasal dari sumber kepustakaan dan hasil
wawancara. Kesimpulannya, hukum Islam, terutama Al-Qur'an mengatur pembatalan pembatalan
perkawinan dalam bentuk ketentuan umum, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur secara lebih khusus dan rinci tentang pembatalan perkawinan.
Selain itu, putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang pembatalan perkawinan Nomor 790/Pdt .
G/2003/PA. Cbn telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembatalan perkawinan. Saran yang dapat diberikan
adalah dengan melakukan perneriksaan serta pengawasan yang lebih baik dalam pelaksanaan perkawinan,
penegakkan sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pel aksanaan
perkawinan, meningkatkan mutu pelayanan perkawinan, dan pihak yang akan melaksanakan perkawinan
harus lebih mengenal pasangannya, agar terhindar dari cacat pada rukun dan syarat perkawinan.
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